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B. Tujuan Umum Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan

(kompetensi) :

1. Memahami konstitusi sebagai unsur pokok dan sumber utama hukum tata
negara dan hukum pada umumnya yang mendasari kehidupan ketatanegaraan
suatu negara.

2. Memahami konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi, hukum dasar, dan
lembaga kemasyarakatan dalam suatu negara.

3. Menghayati konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum dan
pertingkatan hukum dalam negara hukum suatu negara.

4. Mengerti konstitusi sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum dalam
negara hukum (Rechtsstaat/Rule of Law) suatu negara.
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5. Menghargai pluralitas (Bhinneka) dalam konstitusi dengan tetap mengacu

kepada kaidah dasar (Grundnorm) dalam wadah bentuk negara yang dianut oleh
suatu negara.

6. Mengetahui gambaran pemecahan masalah ketatanegaraan dengan konstitusi

dalam aspek-aspeknya sebagai teori, asas, dan kaidah hukum.

C. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mengkaji konstitusi sebagai unsur pokok dan sumber utama
hukum tata negara dan hukum pada umumnya yang mendasari kehidupan
ketatanegaraan suatu negara. Selanjutnya, mengkaji konstitusi sebagai keputusan
politik tertinggi, hukum dasar, dan lembaga kemasyarakatan; hukum tertinggi
dalam sistem hukum dan pertingkatan hukum dalam negara hukum; serta dasar
hukum penegakan hukum dalam negara hukum suatu negara. Dengan mempelajari
konstitusi, membekali mahasiswa untuk menghargai pluralitas dengan tetap
mengacu kepada kaidah dasar dalam wadah bentuk negara yang dianut oleh suatu
negara. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui gambaran pemecahan masalah
ketatanegaraan dengan konstitusi dalam aspek-aspeknya sebagai teori, asas, dan
kaidah hukum.

D. Proses Pembelajaran
Pendekatan : Sainstifik — teoretik konstitusi

Metode : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelas.
Tugas : Penyusunan makalah, laporan buku, dan penyajian makalah di kelas.
Media : Transparansi, bagan, gambar.

E. Evaluasi Hasil Belajar
Keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh prestasi yang
bersangkutan dalam :
a. Kehadiran.
b. Partisipasi kegiatan kelas.

o

. Penyelesaian tugas-tugas.
. Perolehan nilai UTS dan UAS.
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F. Pokok Bahasan Materi Perkuliahan

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Pertemuan 4

Pertemuan 5

Pertemuan 6

- Orientasi perkuliahan.

Membahas silabus meliputi identitas mata kuliah, tujuan mata
kuliah, deskripsi mata kuliah, evaluasi hasil belajar, pokok bahasan
perkuliahan, literatur, dan dokumen untuk bahan pengkajian dalam

perkuliahan.

: Pendahuluan.

Membahas muatan teori, asas, dan kaidah hukum dalam konstitusi;
penggolongan hukum dari perspektif konstitusi; dan peranan
konstitusi dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum lain yang
relevan, penataan dan pengembangan kelembagaan negara, serta
penataan dan pengembangan sistem hukum untuk pendayagunaan
penegakan hukum dalam negara hukum suatu negara.

: Pengertian Konstitusi.

Peristilahan; definisi-definisi konstitusi dari segi ilmu politik, ilmu
hukum, dan ilmu masyarakat (sosiologi), dan ilmu lain yang
relevan; konstitusi arti sempit dan luas; serta konstitusi arti absolut,
relatif, positif, dan ideal.

: Sejarah dan Perkembangan Konstitusi.

Membahas konstitusi zaman Yunani purba (kuno), zaman Romawi,

abad pertengahan, dan zaman modern.

: Terjadinya Konstitusi.

Membahas konstitusi timbul dari kebiasaan dan tradisi, dihadiahkan
oleh penguasa, dibuatkan oleh penjajah, dibentuk oleh badan

pembuat konstitusi, serta terbentuk secara evolusioner.

: Hakikat Konstitusi.

Membahas konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial, konstitusi
untuk membatasi kekuasaan dalam negara, konstitusi sebagali
pengaturan jaminan hak asasi manusia, konstitusi menjadi hukum
dasar negara, dan konstitusi sebagai sumber hukum pertama dan

utama/tertinggi suatu negara.



Pertemuan 7

Pertemuan 8

Pertemuan 9

Pertemuan 10 :

Pertemuan 11 :

Pertemuan 12 :

Pertemuan 13 :

Pertemuan 14 :

: Negara Berdasarkan Konstitusi.

Membahas konstitusi dalam negara hukum liberal, negara hukum

formal, dan negara hukum material.

:UTS
: Studi Konstitusi.

Membahas konstitusi terutama dari segi ilmu politik, ilmu hukum,
ilmu masyarakat (sosiologi), serta ilmu lain seperti ilmu ekonomi,
etika, dan psikologi sosial.

Bentuk konstitusi

Membahas konstitusi tertulis (konstitusi bernaskah) dan konstitusi
tidak tertulis (konstitusi tidak bernaskah).

Klasifikasi Konstitusi.

Membahas konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah,
konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid, konstitusi derajat tinggi dan
konstitusi tidak derajat tinggi, konstitusi serikat dan konstitusi
kesatuan, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan
konstitusi sistem pemerintahan parlementer, konstitusi republik dan
konstitusi kerajaan, serta konstitusi demokratik dan konstitusi
otokratik.

Sifat Konstitusi.

Membahas konstitusi luwes (fleksibel), tegas (rijid), realistis,
idealistis, konservatif, dan progresif.

Materi Muatan Konstitusi.

Membahas jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara,
susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental,
serta pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat
fundamental.

Implementasi Konstitusi.

Membahas modern constitution, normative constitution, living
constitution, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

konstitusi.



Pertemuan 15 : Penggantian dan Perubahan Konstitusi.
Membahas cara perubahan konstitusi dan sistem perubahan
konstitusi.

Pertemuan 16 : UAS
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